BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. Dapat dilihat di daerah Langa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur menganut
sistem perkawinan adat endogami rang. Sistem perkawinan endogami rang
adalah sistem perkawinan adat yang dilihat berdasarkan kasta yang ada di
daerah Langa, Bajawa, Nusa tenggara Timur. Kasta yang ada di daerah
Langa dibedakan menjadi tiga yaitu, gae, kisa, dan riwu azi. Gae adalah
lapisan sosial yang paling atas yang terdiri dari keturunan raja dan bangsawan
yang dianggap telah menduduki satu daerah tertentu terlebih dahulu dari klan
yang lain. Kisa adalah lapisan sosial yang berada di tengah yang terdiri dari
orang biasa yang bekerja sebagai petani, tukang, atau pedagang dan riwu azi
adalah lapisan sosial yang paling bawah yang terdiri dari para pelayan dan
budak. bahwa hukum adat yang ada di Langa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur
yang membahas mengenai perkawinan endogami rang masih dijalankan oleh
seluruh masyarakat Langa sampai sekarang. Semakin berkembangnya zaman
maka terjadilah penyimpangan hukum adat mengenai perkawinan endogami

rang yang ada di Langa, masyarakat adat Langa sudah mulai melakukan
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perkawinan eksogami rang yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan
orang yang berbeda kasta. Hal ini menimbulkan sanksi yang sangat keras bagi
seluruh masyarakat Langa yang melakukan perkawinan eksogami rang
karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh nenek
moyang. Sanksi yang didapatkan dapat berupa sanksi sosial dan sanksi
pengusiran dari kampung karena hal ini dianggap sebagai aib yang sangat
memalukan bagi yang bersangkutan yang melakukan perkawinan eksogami
rang tersebut dan bagi keluarganya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah dijelaskan
mengenai aturan-aturan atau syarat-syarat melaksanakan perkawinan. Hal
tersebut juga tercantum di Undang-Undang Hak Asasi Manusia Hal ini jika
dibandingkan dengan hukum adat yang ada di Langa maka sangat
bertentangan dengan apa yang terjadi di sana. Di Langa perkawinan terjadi
berdasarkan kasta yang ada sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan
hukum positif di Indonesia. Dalam hak asasi manusia ada yang dinamakan
konsep derogable rights dan non derogable rights. Derogable rights adalah
hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut
yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.
Sementara non-derogable rights adalah hak-hak yang tercakup dalam hak
sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi
pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Dapat dikatakan hak

untuk melakukan perkawinan adalah hak yang tidak boleh dikurangi
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pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Negara secara sah telah
mengakui bahwa hak untuk melakukan perkawinan dapat dilakukan oleh
seluruh masyarakat Indonesia, maka alangkah baiknya jika masyarakat juga

lebih terbuka dengan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh

rekomendasi sebagai berikut :

1. Saran pertama ditujukan pada rumusan masalah pertama yaitu yang terkait
dengan perkawinan adat eksogami rang yang ada di Langa, Bajawa, Nusa
Tenggara Timur, seharusnya dapat dilakukan pendekatan hukum yang lebih
lagi kepada masyarakat adat yang ada di daerah tersebut. Pendekatan hukum
yang dimaksud di sini adalah pemaparan mengenai hukum adat itu sendiri,
dasar-dasar hukum adat, hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia,
hubungan antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Hal ini
bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada
masyarakat mengenai hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia yang
berkaitan dengan perkawinan. Jika telah dilakukan pendekatan hukum
kepada masyarakat, maka nanti tinggal mengkoordinasi para ketua adat yang
ada di daerah tersebut untuk sebaiknya menyesuaikan aturan-aturan
mengenai perkawinan adat maupun sanksi-sanksi adat yang ada dengan

hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, karena setelah peneliti
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lakukan penelitian di Langa, sampai saat ini masih ada beberapa sanksi-
sanksi adat yang menurut peneliti masih melanggar hak asasi manusia yang
sebenarnya hal tersebut bisa untuk dilakukan penyederhanaan lagi oleh para
ketua-ketua adat yang berwenang untuk membuat suatu aturan adat yang
baru.

. Saran yang kedua ditujukan pada batasan-batasan mengenai suatu komunitas
dalam rangka pemberian sanksi-sanksi adat. Di sini kita kembali lagi
berpatokan kepada hukum positif di Indonesia yang mana di beberapa
Undang-Undang telah diatur mengenai hal ini. Menurut peneliti, para ketua-
ketua adat dapat mendapatkan pengetahuan hukum yang lebih dalam, karena
merekalah patokan dalam membuat aturan-aturan yang ada di suatu daerah

yang nantinya dijalankan oleh seluruh masyarakat kampung tersebut.
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